
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN  

DI KOTA SURABAYA 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA ESA  

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang     : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, terutama mengenai tata cara penyelenggaraan 
dan pengelolaan pendidikan,telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota 
Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi izin operasional
pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 47 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota  tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

 

Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1950 Indonesia Nomor 
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor  28  Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 

 

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2002   
Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235); 

 

4.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2003  Nomor  78 Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

 

5.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

6.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  45); 

 

7.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

8.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 

9.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014   Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Nomor  4014);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24          
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Pendidikan  Nasional  Nomor  22 Tahun 2006 tentang 
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor  23         Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 12    
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 
Sekolah/Madrasah; 

 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13     
Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 

 

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 14         
Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program 
Paket B dan Program Paket C; 

 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Guru; 

 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18        
Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; 

 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang 
Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan dalam Proses 
Pembelajaran; 
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27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsnawiyah (SMP/MTSJ) dan Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliya (SMA/MA); 

 

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 3      Tahun 
2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program 
Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;  

 

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 70    Tahun 
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang 
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau 
Bakat Istimewa; 

 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 

 

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan 
Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 953); 

 

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 954); 

 

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Standar Proses  Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 955); 

 

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 
Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan 
yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739); 

 

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486); 

 

36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 577); 
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37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1918);

39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10);

41. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013
Nomor 47) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2019 Nomor 20).

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2013 
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA 

Pasal I 

Ketentuan ayat (6) Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 20) diubah, 
sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 69  

(1) Setiap pembukaan TK, SD, SMP dan satuan pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib 
memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Walikota. 
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(2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin 
penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan. 

 

(3) Setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan 
pembelajaran apabila tidak mempunyai izin 
penyelenggaraan pendidikan. 

 

(4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 

 

a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; 
 

b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan. 
 
(5) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka 
waktu 2 (dua) tahun. 

 

(6) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama 
penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

 

a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus 
melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun; 

 

b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus 
melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun; 
 

c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus 
melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun; 
 

d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus 
melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun. 

 

(7) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara 
dan/atau dalam bentuk apapun. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 27 Oktober 2020 

 
  WALIKOTA SURABAYA, 
 
                  ttd 
 

      TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di………… 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 27 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 58 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


